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Environmental issues are now starting to be a concern of the government is 
reflected Indonesia.Hal support Indonesia in various meetings to discuss 
environmental issues. However in practice shows that there are still many 
obstacles that arise in its implementation. Problems were encountered this 
leads to the dilemma faced by the government that put environmental issues 
on pencitraaan limited because they can be defeated with economic issues 
 




Hutan Indonesia sebenarnya merupakan hutan terbesar kedua yang memiliki 
keragaman hayati. Ada banyak jenis-jenis pohon dan satwa langka yang bisa dijumpai 
di dalam hutan Indonesia. Tidaklah mengherankan apabila Hutan Indonesia 
memberikan manfaat berlipat ganda, baik secara langsung maupun tidak langsung 
kepada manusia untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. 
Salah satu manfaat yang diperoleh dari hutan Indonesia adalah dalam rangka 
mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini menjadi prioritas 
utama semua negara berkembang, termasuk Indonesia. Tujuan pembangunan ekonomi 
adalah menyediakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta mengejar 
pertumbuhan. Pembangunan ekonomi tersebut dicapai dengan memanfaatkan sumber 
daya alam yang ada termasuk eksploitasi hutan. Eksploitasi hutan ini dipakai untuk 
berbagai keperluan seperti untuk pembangunan jalan raya, pemukiman, fasilitas 
publik, saluran pipa, pertambangan terbuka, bendungan hidroelektrik dan berbagai 
infrastruktur lain (Chomitz dkk. 2007 dalam Forest Watch Indonesia, 2011).  
Ironinya, eksploitasi sumber daya alam tersebut dilakukan dengan jalan 
mengorbankan hutan karena praktik kegiatan kehutanan yang tidak lestari. Akibatnya 
adalah meningkatnya jumlah emisi yang dihasilkan dari adanya deforestasi. Indonesia 
tercatat sebagai negara penyumbang emisi terbesar ketiga di dunia yang berasal dari 
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penebangan hutan yang berlebihan dengan laju deforestasi mencapai 2 juta ha per 
tahun. Angka ini meningkat pesat dibandingkan masa Orde baru. 
Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh industrialisasi 
ini pemerintah Indonesia mulai melakukan upaya. Salah satu upaya yang dilaksanakan 
adalah dalam bentuk diplomasi lingkungan melalui ratifikasi Protokol Kyoto dan juga 
mendukung usulan REDD dalam Bali UNFCCC tahun 2007. Meskipun demikian 
demikian hal ini tentunya masih menimbulkan pertanyaan yaitu seberapa besar 
Indonesia memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan (green policy) ? 
Bagaimana halnya dengan keberadaan industry yang saat ini sedang digencarkan olah 
Indonesia dalam rangka pembangunan? Bagaimana dilemma yang dihadapi dalam 
diplomasi Indonesia terkait dengan persoalan penanganan lingkungan yang 
berbarengan dengan kebutuhan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.  
Artikel ini akan mengupas adanya benturan kepentingan politik berwujud 
penanganan masalah lingkungan dengan kepentingan ekonomi. Kedua hal tersebut 
menjadi kontroversi mengingat keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang 
yang masih mengejar ketertinggalan ekonomi dibandingkan dengan negara maju 
dengan jalan mengintensifkan pembangunan ekonomi. Meskipun demikian disisi lain, 
Indonesia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa persoalan lingkungan yang saat 
ini tidak bisa diabaikan. Perhatian terhadap lingkungan harus dipenuhi dengan jalan 
mengurangi emisi dari berkerjanya sector industri. Sedangkan mengurangi emisi 
bermakna bahwa Indonesia perlu melakukan investasi untuk teknologi ramah 
lingkungan yang tentunya membutuhkan insentif dalam jumlah yang besar.   
  
II. Pembahasan 
2.1Diplomasi Lingkungan Indonesia 
Diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui 
negosiasi dgn cara damai, apabila cara-cara damai gagal utk memperoleh tujuan yg 
diinginkan, diplomasi mengizinkan pengunaan ancaman atau kekuatan nyata sbg cara 
untuk mencapai tujuannya. Menurut K. Panikkar diplomasi dalam The Principle and 
Practice of Diplomacy, diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu 
negara dalam hubungannya dengan negara lain. Dengan demikian pelaksanaan 
diplomasi akan merujuk kepada kepentingan nasionalnya. Tujuan diplomasi adalah 
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pengamanan kepentingan negara sendiri dengan kata lain utk menjamin keuntungan 
maksimum ngr sendiri selain itu terdapat tujuan vital yaitu: ekonomi, politik, budaya 
& ideologi. Dengan demikian diplomasi lingkungan dimaksudkan sebagai upaya 
mengamankan kepentingan suatu negara dalam hubungannnya dengan negara lain 
dalam rangka mewujudkan kepentingan yang berhubungan dengan masalah ekologi.  
Menurut William Coplin, kebijakan sebuah negara pada dasarnya akan 
dipandu oleh beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut menyangkut: 
Pertimbangan dalam negeri meliputi nilai, social budaya dan opini publik, 
pertimbangan ekonomi dan pertahanan serta perubahan yang terjadi di dalam 
konteks internasional. Dalam proses pembuatan kebijakan sebuah Negara, potensi 
benturan antar kepentingan seringkali mendorong actor negara untuk bisa 
menyesuaikan dan berkompromi dan menyelaraskan kepentingan tersebut. 
Meskipun demikian diatas pertimbangan tersebut, kepentingan yang sifatnya vital 
seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta kepentingan ekonomi serta nilai-
nilai utama (core values) yang menjadi identitas ideologis suatu negara selalu 
menempati urutan yang utama.  
Perhatian Indonesia mengenai lingkungan hidup tidak terlepas dari 
perkembangan mengenai isu pemanansan global yang muncul di tingkat 
internasional. Pada awal mulanya masalah pemanasan global mendapat perhatian 
dunia setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan oleh PBB pada bulan 
Juni 1992 di Rio de Janeiro yang lebih dikenal sebagai KTT Bumi (Earth Summit). 
Setelah KTT Bumi telah diadakan beberapa pertemuan internasional dan hasil yang 
penting adalah Rapat Tahunan COP (Conference Of the Party) III di Kyoto pada tahun 
1997 yang diadakan oleh UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate 
Change). 
Rapat tersebut mengeluarkan Kyoto Protocol. Isi kesepakatan ini adalah 
kewajiban bagi negara maju yang disebut Annex I Countries untuk mengurangi emisi 
Gas Rumah Kaca  (GRK) sebesar 5% dibawah level tahun 1990 pada periode 2008 
sampai 2012. Dengan keputusan ini banyak negara maju diperkirakan tidak akan bisa 
memenuhi target untuk  mengurangi emisi di negaranya. Oleh karena itu muncul 
sistem perdagangan emisi (tradeable emission permit) yang memperbolehkan negara 
berkembang menjual emisi yang masih rendah kepada negara maju yang kelebihan 
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Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung pencegahan 
dampak kerusakan lingkungan. Salah satu bentuknya adalah dari pernyataan sikap 
dan kebijakan demi pencapaian tujuan pembangunan nasional serta jaminan 
perlindungan bagi keamanan lingkungan. Indonesia sendiri, sebagai tuan rumah 
dalam pertemuan di Bali tahun 2007 menegaskan pentingnya mencapai kesepakatan 
dalam implementasi Protokol Kyoto, terutama clean developmentmechanism (CDM), 
dan perlunya mencari model baru pasca 2012. Dalam hal yang kedua, Indonesia 
menekankan pada ide pengurangan emisi dari deforestasi dinegara berkembang 
(REDD) sebagai salah satu alternatif untuk dimasukkan dalam mekanisme pasca 
2012. 
Meskipun demikian, hal ini tentunya masih memunculkan banyak 
pertanyaan mengenai komitmen Indonesia untuk mewujudkan rencana tersebut, 
mengingat bahwa kebijakan lingkungan bersifat idealis. Hasilnya tidak dirasakan 
secara langsung melainkan setelah beberapa tahun kemudian. Kondisi ini muncul 
mengingat ada ada banyak kasus yang terjadi di beberapa negara yang menunjukkan 
adanya tarik menarik antara kebijakan lingkungan dan kepentingan ekonomi. Berikut 
dibawah ini akan dipaparkan beberapa contoh negara. 
Contoh yang pertama adalah Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan 
Presiden Bill Clinton, Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung upaya 
pencegahan kerusakan lingkungan dengan cara membentuk Deputi Khusus 
Kementerian Luar Negeri yang menangani masalah-masalah global yang berkaitan 
dengan lingkungan hidup. Pemerintah Amerika Serikat juga telah memasukkan 
mekanisme environmental impact assessment (EIA) ke dalam kebijakan luar negeri 
AS.  
Dalam perkembangannya, persoalan tentang perubahan iklim pada dasarnya 
bukan isu yang krusial bagi AS. Pilihan kebijakan mengenai isu lingkungan sangat 
tergantung pada kondisi politik dalam suatu negara yang bisa berubah dari satu 
partai penguasa ke partai penguasa yang lain misalnya Presiden Clinton dari Partai 
Demokrat menandatangani Protokol Kyoto, namun ketika George Walker Bush yang 
menjadi Presiden, maka Protokol yang sudah ditandatangani tersebut, akan dapat 
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dimentahkan lagi. Karena adanya kepentingan-kepentingan dari para pengusaha di 
Amerika Serikat yang memandang bahwa jika Protokol itu diratifikasi, maka 
kelangsungan pertumbuhan ekonomi AS akan menjadi terbatas. Alasan AS menolak 
untuk meratifikasi Protokol Kyoto adalah karena factor China yang juga dianggap 
sangat agresif dalam meningkatkan indutrialisasinya tetapi tidak terikat pada 
pengurangan emisi gas.  
Contoh yang lain adalah Singapura. Natasha Hamilton Hart dalam Broto 
Wardoyo menemukan bahwa keputusan Singapura untuk meratifikasi Protokol Kyoto 
tahun 2006 diambil karena adanya dorongan untuk melindungi “image” internasional 
Singapura dan mendapatkan keuntungan dari peluang ekonomi Protokol Kyoto. 
Perubahan tersebut bukan hasil dari kesadaran untuk lebih berorientasi pada 
lingkungan. Status Singapura dalam Protokol Kyoto adalah negara non-Annex I yang 
membuat Singapura tidak memiliki komitmen kewajiban pengurangan emisi gas 
rumah kaca. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Singapura dalam kaitannya 
dengan pengurangan emisi bersifat sukarela. Singapura juga tidak memiliki tata 
kebijakan yang terstruktur dengan baik dalam upaya pengurangan emisi gas rumah 
kaca. 
Untuk mendukung citra Singapura sebagai negara yang mendukung rezim 
lingkungan, Singapura mulai membangun dokumentasi kebijakan yang pro–rezim 
perubahan iklim, mulai menginisiasi energi alternatif yang ramah lingkungan dan 
melakukan kampanye internasional berbasis minimnya sumbangan emisi mereka. 
Singapura menekankan pada tanggung jawab iklim dalam pembangunan 
berkelanjutan dan berupaya menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi 
(pembangunan) tidak selalu bertumbukan dengan konservasi lingkungan. Keduanya 
bisa dijalankan secara paralel. Upaya mencitrakan diri sebagai “garden city” yang 
nyaman sebagai tempat tujuan wisata, bisnis, ataupun tempat tinggal merupakan 
salah satu contohnya. Meski demikian, berbagai langkah tersebut dilakukan dengan 
tetap memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam kasus energi solar 
(salah satu energi alternatif yang dikembangkan dan dikampanyekan Singapura), 
pilihan ini diambil karena Singapura sudah menghitung estimasi biaya yang harus 
dikeluarkan dalam pengembangan teknologinya ditengah-tengah adanya tren 
peningkatan harga minyak. Selain itu, posisi Singapura sebagai negara non -Annex 
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memungkinkan peluang bagi perdagangan karbon yang dilihat sebagai kesempatan 
bisnis—terkait dengan perdagangan karbon. Dalam kebutuhan-kebutuhan semacam 
itulah Singapura merubah arah kebijakan lingkungannya, tanpa merubah paradigma 
yang mendasarinya. (Broto Wardoyo, “Mandat Bali: “Fottprint on the Sand”, Global & 
Strategis, Th. II, No. 1, Januari-Juni 2008, hlm. 38-55). 
Dua kasus yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa sebenarnya 
kesadaran untuk menempatkan kebijakan lingkungan (green policy) sebagai tujuan 
akhir sebenarnya belum terlihat. Dalam kasus AS dan Singapura memperlihatkan 
bahwa kebijakan lingkungan tetap akan mempertimbangkan kebutuhan atau peluang 
ekonomi. Dengan kata lain bahwa pragmatisme berupa pertimbangan ekonomi akan 
selalu mendapatkan prioritas utama meskipun dengan menggunakan alasan isu yang 
lain dalam hal ini isu lingkungan. Kedua kasus diatas juga menunjukkan bahwa 
kebijakan luar negeri yang dibuat oleh negara pada dasarnya adalah untuk 
memfasilitasi kepentingan nasionalnya baik itu yang berupa kedaulatan negara, 
perluasan pengaruh serta kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah Amerika 
maupun Singapura, diplomasi lingkungan yang mereka laksanakan pada dasarnya 
senantiasa dilandasi oleh sejumlah prinsip, yaitu prinsip eksistensi negara serta 
kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, kebijakan luar negeri yang dibuat dalam 
kaitannya dengan masalah lingkungan hidup, haruslah juga memperhatikan 
kepentingan nasional bangsa. 
 
2.2Dilema antara Memperjuangkankan lingkungan dengan kepentingan ekonomi 
Selama kurang lebih tiga decade eksploitasi hutan sejak akhir tahun 1960an, 
tingkat degradasi lingkungan hidup dalam bentuk deforestasi sangat memprihatinkan. 
Gambar dibawah ini menunjukkan sumber-sumber kerusakan lingkungan hidup.    
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Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sumber kerusakan hutan yang 
paling besar adalah disebabkan oleh pertanian local sebesar 34%. Meskipun 
demikian banyak pihak yang meragukan khususnya kalangan organisasi non 
pemerintah (NGO) karena menurut mereka kerusakan hutan justru diakibatkan oleh 
eksploitasi komersial yang dilakukan oleh pengusaha kayu dan pengusaha hutan. 
Sedangkan penyebab lain terjadinya deforestasi adalah ekspansi perkebunan kelapa 
sawit, pertanian intensif, perkebunan pulp and paper serta pertanian lokal. 
Deforestasi mulai terjadi era orde baru. Industri kayu dan bubur kertas 
tumbuh tak terkendali. Setiap tahun industri ini membutuhkan kayu 74 juta meter 
kubik sedangkan kemampuan hutan untuk memasok bahan baku secara lestari hanya 
20 juta meter kubik. Pembalakan liar pun merajalela, Sebagian besar hutan juga 
dikonversi menjadi perkebunan. Di era Suharto, sekitar 16 juta  hektar hutan 
dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit. Pasca Suharto kondisi deforestasi tidak 
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lebih baik. Buku Rekor Guiness 2008 mencatat, dalam satu jam hutan seluas 300 
lapangan sepakbola hancur. Dalam sepuluh tahun hutan seluas pulau jawa raib. Studi 
lembaga penelitian kehutanan International Centre for International Forestry 
Research (CIFOR) menyatakan, dari konversi lahan gambut saja (jumlah lahan 
gambut di Indonesia mencapai 22,5 juta hektar dan hampir separuhnya sudah rusak), 
Indonesia melepas 1.100 juta ton karbon dioksida (CO2) ke udara pertahun. Ini sama 
dengan seluruh emisi yang dikeluarkan Jerman. Hal ini mengakibatkan Indonesia 
muncul sebagai negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia sesudah 
Amerika Serikat dan Cina. (Pemanasan Global, Skema Global dan Implikasinya bagi 
Indonesia, dari http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-lingkungan/682-
pemanasan-global-skema-global-dan-implikasinya-bagi-indonesia.html) 
  Diplomasi Lingkungan yang dilakukan oleh Indonesia memang 
menimbulkan pertanyaan terkait dengan kesungguhannya dalam memperjuangkan 
isu tersebut. Dalam kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan Indonesia belum 
sepenuhnya memperjuangkan isu lingkungan terbukti dengan kebijakan yang dibuat 
seringkali tidak konsisten. Pada dasarnya kebijakan lingkungan ini melibatkan 
beberapa kelompok seperti pengusaha, LSM lingkungan hidup dan pemerintah. 
Dalam proses tersebut peran pengusaha sangat besar dalam mendorong kebijakan 
pemerintah agar memfasilitasi kepentingan mereka. Demikian pula, elit ekonomi dan 
politik nasional sering menggunakan posisi kekuasaan mereka untuk meningkatkan 
kontrol ekonomi terhadap sumberdaya hutan dan menyebabkan eksploitasi yang 
tidak lestari (Barr 1998; Colchester dkk. 2006; Milledge dkk. 2007 dalam Forest 
Watch Indonesia). Perusahaan kayu dan pabrik pengolahannya yang memiliki 
hubungan dekat dengan pejabat pemerintah dan militer seringkali dapat memperoleh 
akses yang diinginkan terhadap konsesi pembalakan yang bernilai ekonomi tinggi 
dan hutan tanaman/perkebunan, dan untuk mendapatkan porsi sewa ekonomi yang 
signifikan yang terkait dengan hal ini. Eksploitasi hutan di Indonesia sebenarnya 
dimulai sejak 1970an ketika pemerintah mengeluarkan izin mengenai pengusahaan 
hutan (forest concession license) kepada perusahaan BUMN, perusahaan swasta 
asing maupun domestik, perusahaan patungan dengan membentuk badan hukum. 
Peraturan inilah yang menjadi awal merosotnya luas dan kualitas hutan produksi. 
Keberadaan pengusaha hutan ini adalah dalam rangka membangun industry 
 Business Conference (BC) 2012 
Yogyakarta, 6 Desember  2012 
9 
 
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, UPN ”Veteran” Yogyakarta    19- 
ISBN 978-602-17067-0-1                                        
 
 
pengolahan kayu dalam negeri demi menciptakan lapangan pekerjaan dan 
meningkatkan nilai tambah ekspor.  
 Adanya kebijakan ini mendorong pengusaha untuk melakukan penebangan dan 
pembukaan lahan secara ekspansif bahkan menjadi tidak terkontrol. Parahnya lagi 
eksploitasi tersebut ternyata tidak diikuti dengan prinsip-prinsip eksploitasi hutan yang 
berkelanjutan dalam bentuk reboisasi hutan. Sebenarnya pemerintah melalui Keputusan 
Presiden Nomor: 31/1989 sudah mengeluarkan kebijakan bagi pengusaha untuk membayar 
sebanyak 7 dollar dan meingkat menjadi 10 dollar AS tahun 1993 untuk setiap meter kubik 
kayu bulat. Dana tersebut akan dipakai untuk dana reboisasi dalam rangka penanaman 
kembali. Akan tetapi kenyataannya pada tahun 1994 dana tersebut justru tidak dipakai 
untuk keperluan semestinya melainkan dipergunakan untuk pengembangan industry 
Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang masa itu dipimpin oleh Menristek BJ Habibie 
(Alexius Jemadu, 2007: 342). Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kedekatan antara 
pemerintah dengan pengusaha membuat mereka jarang berada pada posisi bersinggungan. 
Bahkan diantara mereka terjadi simbiosis mutualisme dimana pemerintah memerlukan 
pengusaha dalam rangka mendorong ekspor non migas untuk mendukung pertumbuhan 
industry, sementara disisi lain, pengusaha membutuhkan pula peran pemerintah untuk 
menyokong bisnis yang dilakukan melalui policy yang dibuat. Adanya kedekatan antara 
pemerintah dan pengusaha ini juga yang menyebabkan kebijakan pemerintah seperti 
setengah hati dalam mendorong kebijakan yang terkait dengan masalah lingkungan. 
Contoh kebijakan setengah hati yang dibuat pemerintah misalnya untuk mendukung 
deforestasi, pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Mei 2010 telah menandatangani Letter 
of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dan Norwegia mengenai Moratorium 
pengalihfungsian fungsi hutan selama dua tahun, sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 
2012, di wilayah hutan alam dan lahan gambut di Indonesia. Artinya, semua izin yang 
berkaitan dengan kegiatan di hutan alam akan dihentikan selama dua tahun. Adapun yang 
terkena dampak dalam hal ini antara lain industri kehutanan, industri perkebunan kelapa 
sawit, aneka tambang di dalam hutan dan sebagainya 
(http://fajarprasetyo.blogspot.com/2012/10/kelapa-sawit-dilema-kesejahteraan-dan.html). 
Pemberlakuan moratorium izin untuk hutan alam selama 2 tahun oleh pemerintah 
melalui Instruksi Presiden No.10/2011 tentang penghentian izin baru di hutan alam primer 
dan gambut kenyataannya tidak mampu menurunkan deforestasi di Kalimantan Tengah. 
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Menurut penjelasan Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Arie Rompas  
fakta menunjukkan bahwa masih terjadi aktivitas penebangan dan pembukaan lahan di 
areal moratorium serta ditemukan izin baru yang diterbitkan pejabat daerah di wilayah 
moratorium," (http://www.bisnis.com/articles/moratorium-hutan-gagal-turunkan-
deforestasi). 
Program moratorium kehutanan, yang awalnya diharapkan bisa menahan 
penebangan dan konversi lahan dalam jangka waktu dua tahun, hanya melindungi 14.5 juta 
hektar lahan gambut dan hutan primer, namun membiarkan 34 juta hektar hutan sisanya 
tidak terlindungi. Barr mencatat bahwa inisiatif mempertahankan hutan ini sudah dilanggar 
hanya beberapa minggu setelah ditandatangani saat Kementerian Kehutanan memberikan 
sinyal untuk menambah sekitar 11.8 juta hektar hutan untuk dikonversi untuk kepentingan 
Hutan Tanaman Industri, dan menaikkan alokasi total perkebunan di Indonesia menjadi 
21.2 juta hektar atau hampir 11% dari luas daratan keseluruhan di Indonesia. Sebagian 
besar perkebunan tersebut dijadualkan dibuka di Papua, Papua Barat dan Kalimantan 
Tengah, yang saat ini masih sedikit. Sementara itu industri pulp and paper dilaporkan 
berencana menggandakan kapasitas produksi mereka menjadi 20 juta metrik ton setiap 
tahun hingga 2020. Hal ini menjadi sebuah tekanan tersendiri bagi kepadatan karbon di 
lahan gambut, dan di satu sisi juga semakin sedikit lahan yang diklaim menjadi milik 
komunitas lokal. ( Target Emisi Karbon Kalah KO dihantam Ekspansi Bisnis Kertas 
Indonesia:  http://www.mongabay.co.id/2012/08/11/target-emisi-karbon-kalah-k-o-
dihantam-ekspansi-bisnis-kertas-indonesia/#ixzz2D9SuHeTT). Hal ini menunjukkan 
bahwa pemerintah masih terlihat lemah dalam menghadapi tekanan dari pengusaha. 
Kelemahan tersebut menjadi semakin meningkat ketika pengusaha memberikan uang suap 
untuk mendapatkan keleluasaan dari pemerintah dalam rangka pembukaan lahan. 
Persoalan akan semakin rumit apabila wilayah  konsesi untuk pembukaan lahan itu 
tumpang tindih dengan tanah adat. Konflik antara pengusaha hutan dengan penduduk local 
tidak bisa lagi dihindarkan. Dalam kondisi itu penduduk local biasanya seringkali 
mendapatkan intimidasi oleh aparat keamanan yang dibayar oleh pengusaha sedangkan 
Pemerintah cenderung membela kepentingan pengusaha ketika konflik itu terjadi.    
 Berdasarkan penjelasan diatas bisa dilihat bahwa sebenarnya pemerintah 
Indonesia mengalami satu dilemma dalam mengatasi masalah lingkungan hidup. Disatu 
sisi, pemerintah dihadapkan pada tren berupa tekanan dari masyarakat internasional untuk 
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mempedulikan masalah lingkungan. Kecenderungan tersebut mau tidak mau memaksa 
pemerintah untuk memperdulikan isu lingkungan. Sebagai contoh tekanan tersebut berupa 
ancaman dari negara luar (AS dan Eropa) akan memboikot produk kayu dari Indonesia 
karena dituduh merusak lingkungan. Di AS Masyarakat Kehutanan Indonesia (MPI) 
memasang iklan mengenai hutan di Indonesia di harian The New York Times, televisi 
swasta di Inggris menolak untuk menayangkan iklan tersebut karena dianggap melakukan 
eksploitasi hutan.  
Selain itu juga adanya Konflik antara pengusaha kayu dengan dengan NGO terjadi 
juga ketika PT Barito Pacific Timber salah satu perusahaan pengolahan kayu mendaftarkan 
diri di Jakarta Stock Exchange (JSE) dan menawarkan sahamnya kepada public. Sejumlah 
NGO internasional seperti Forest Monitor, Green Peace dan Japan Tropical Action 
Network memboikot penawaran tersebut karena perusahaan tersebut dianggap belum 
melaksanakan kewajibannya untuk melestarikan hutan di wilayah konsesinya (Alexius 
Jemadu, 2008: 343). Hal ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara pengusaha, 
kelompok NGO lingkungan hidup dan pemerintah. NGO lingkungan hidup dalam hal ini 
tampak seperti musuh bagi pemerintah yang selalu menempatkan diri sebagai oposisi yang 
menentang kebijakan pemerintah yang berkolaborasi dengan pengusaha. Bagi Indonesia 
sendiri, pilihan untuk menempatkan isu lingkungan dalam politik luar negerinya tidak bisa 
diabaikan oleh karena itulah pilihan yang terbaik adalah memfasilitasi isu lingkungan 
dalam rangka menaikkan citra sebagai negara yang mempedulikan ancaman lingkungan 
hidup tanpa mengesampingkan pertimbangan ekonomi. 
Hal inilah yang menyebabkan kebijakan lingkungan tidak dilaksanakan sepenuh 
hati melainkan hanya sekedar merespon tekanan internasional untuk menunjukkan bahwa 
Indonesia adalah negara yang peduli terhadap masalah lingkungan. Kebijakan lingkungan 
yang setengah hati ini bisa dilihat dari fakta yang menunjukkan bahwa pemerintah belum 
mengarusutamakan isu lingkungan dalam setiap elemen kebijakannnya. Hal tersebut dapat 
dilihat dalam kasus Lemahnya kebijakan dalam menghadapi tekanan dari pengusaha yang 
terlihat dari kenyataan bahwa Program moratorium kehutanan, yang awalnya diharapkan 
bisa menahan penebangan dan konversi lahan dalam jangka waktu dua tahun, hanya 
melindungi 14.5 juta hektar lahan gambut dan hutan primer, namun membiarkan 34 juta 
hektar hutan sisanya tidak terlindungi. Barr mencatat bahwa inisiatif mempertahankan 
hutan ini sudah dilanggar hanya beberapa minggu setelah ditandatangani saat Kementerian 
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Kehutanan memberikan sinyal untuk menambah sekitar 11.8 juta hektar hutan untuk 
dikonversi untuk kepentingan Hutan Tanaman Industri, dan menaikkan alokasi total 
perkebunan di Indonesia menjadi 21.2 juta hektar atau hampir 11% dari luas daratan 
keseluruhan di Indonesia. Sebagian besar perkebunan tersebut dijadualkan dibuka di 
Papua, Papua Barat dan Kalimantan Tengah, yang saat ini masih sedikit. Sementara itu 
industri pulp and paper dilaporkan berencana menggandakan kapasitas produksi mereka 
menjadi 20 juta metrik ton setiap tahun hingga 2020. Hal ini menjadi sebuah tekanan 
tersendiri bagi kepadatan karbon di lahan gambut, dan di satu sisi juga semakin sedikit 
lahan yang diklaim menjadi milik komunitas local (Sumber: 
http//www.mongabay.co.id/2012/08/11/target-emisi-karbon-kalah-k-o-dihantam-ekspansi-
bisnis-kertas-indonesia/#ixzz2D9SuHeTT). Berbagai masalah lingkungan yang 
ditinggalkan oleh produsen pulp & paper di Indonesia juga sangat beragam. APP dan 
APRIL dinilai oleh para ilmuwan dan pekerja lingkungan telah menghancurkan habitat 
spesies yang terancam punah, termasuk orangutan Sumatera, badak, gajah dan harimau. 
Lebih jauh, emisiyang dihasilkan dari pabrik bisa mengerdilkan karbon yang disimpan oleh 
perkebunan baru, pertanyaannya apakah Indonesia bisa memenuhi target emisi gas rumah 
kaca dan target produksi pulp & paper secara bersamaan, apalagi ekspansi bisnis ini justru 
muncul di lahan gambut dan area hutan yang saat ini sudah masuk zona perkebunan 
(Sumber: http//www.mongabay.co.id/2012/08/11/target-emisi-karbon-kalah-k-o-dihantam-
ekspansi-bisnis-kertas-indonesia/#ixzz2D9SuHeTT).  
Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa berbuat 
banyak dalam mengatasi masalah lingkungan. Meskipun demikian Indonesia tentunya 
tidak mau dicap sebagai negara yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan. Persoalan 
pencitraan menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga image agar Dipandang 
sebagai negara yang peduli terhadap masalah lingkungan.          
III.Kesimpulan 
Sikap pragmatism demi keuntungan ekonomi yang mengorbankan kelestarian 
lingkungan hidup ini tampaknya belum banyak berubah dalam era reformasi saat ini. 
Meskipun pemerintah Indonesia memproklamirkan diri sebagi negara yang peduli terhadap 
lingkungan, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi masih tetap 
menjadi hal yang utama. Benturan kepentingan antar actor-aktor negara masih terlihat 
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nyata. Hal inilah yang pada akhirnya membuat kebijakan pemerintah terkesan setengah 
hati dan pada akhirnya tidak bisa maksimal.  
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